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BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAIYA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOR&IO
NOMOR 34 TAHUN zp22

TENTAI.IG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWORBIO
NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I(ABUPATEN PURWORE IO TAHUN 2O2L.2O26

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORF^IO,

Menimbang: a. bahwa unttrk memberikan pedoman dan dasar hukum
bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I(abupaten Rrworejo dalam menencanakan
pemUangunan Ikbupaten R.uworejo dan menJ rsun
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dart
Ferlindungan Anak serta Femberdayaan Masyarakat dan
Desa l(abupaten Rmrorejo Tatrun 2O2L sampai dengart
Tatnrn 2026, telah ditetapkan Ferahrran Bupati
Rrnrorejo Nomor 130 Tatrun 2O2t tentang Rencana
Strategis Dinas Femberdayaan Perempuan dart
Perlindtrngan Anat< serta Pemberdayaan Masyarakat darr
Desa Ihbupaten Rrrworejo Tatrun 2O2L-2O26;

b. batrwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan
penrbatran peraturan perundang-undangan, Hrususnya
deng4n ditetapkanrrya Keputtrsan MenGri Dalam Negeri
Nomor O5O-5889 Tatrun 2O2L tentang Hasil Verilikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutaktriran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklahrr Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati
sebageimana dimaksud dalam huruf a sudatr tidak
sesuai lagi, sehingga perlu diubatr;
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Mengingat:

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (l) dan
Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2OL7 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan KepaLa
Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor l3O Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Ferempuan dan Perlindungan Anak serta Femberdayaan
Masyaral<at dan Desa l(abupaten Purworejo Tahun
2oi2t-20,26.,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembenhrkan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahrrn 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
kmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 4421);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik lndoneeia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentsng Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tahapan, Tata Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08

Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana
Panjang Daerah, Rencana

Jangka
Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Daerah (B€rita Negara Republik Indonesia Tahun 20tr7
Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang dan Nomenklatur

Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor
14471;

8. Peraturan Daerah l(abupaten Pursrorejo Nomor 3 Tahun
2Ol2 tentang Sistem
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2O12 Nomor 3);

9.Peraturan Daerah l(abupa.ten Nomor 1l Tahun 2O2l
tentang Rencana JangLa Menengah
Daerah Purrorejo Tahun 202l-2026.
(Irmbaran Daerah Kabupa.ten Purworejo Tahun 2021
Nomor 11);

lo.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 130 Tahun 2021
tentang Rencana Strat€gis Dinas
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Femberdayaan
Masyaral<at dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Purrorejo Tahun 2O22
Nomor 130);

BUPATI TENTAI{G ATAS
130PERATURAN PURWORE.IO NOMOR

TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PURWORE.'O TAHUN 202I-2026.
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Pasal I
Ketentuan andk^ I.2. Bab I, Bab II, Bab IV tabel 4.1, Bab V tabel 5.1 dan
Bab VI tabel 6.1 dalam Lampiran Feraturan Bupa.ti Purrrorejo Nomor l3O
Tahun 2O2l tcntang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
(Berita Daerah Kabupa.ten Pumrorejo Tahun 2021 Nomor 130 Seri E
Nomor 6O) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan
Bupati ini.

bagian tidak

Pasal II

dari Peraturan

Perattrran Bupati ini mulai berlaku pada tangal dftrndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
I(abupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal * t1516rt *zz

\ nuren

Diundangfun di Purworejo
padatanegal 24..iw:t 2o2?

\sxnnrerusDAERAH UPATEN PURWORE.'O,
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SAID RO ON

BERITA DAERAH I(ABUPATEN PURWORE.IO
TAHUN 2022 NOMOR 34 SERI E NOMOR 30
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I,AMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWORE"'O
NOMOR :

TANGGAL:
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PURWORE.'O NOMOR 13O
TAHUN 2O2 1 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREIO
TAHUN 202t-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWORE.IO TAHUN 2O2L-2O26

BAB I

7.7 Landwnlhtbtm
l.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Ikbupaten Dalam Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun l95O
Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Negala yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme
(Lembaran Negnra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan
Anak, telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 35 Tahun 2OL4 tentang atas Undang Undang

Anak;Nomor 23 tahun 2OO2 tentang Perlindungan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

S.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 teratang penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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T.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 470O);

S.Undang-undang No 21 tahun 2O07 tentang pencegahan findak
Pidana Perdaganagn Orang (TPPO);

9.Undang-undang No l1 Tahun 2Ol2 tentanrg Peradilan Pidana
Anak;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tanbehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa. kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang tentang Cipta
Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sisitem
Informasi Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), telah diubatr
teraHrir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nonor 12 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinah Nomor 56 Tahun
2OO5 tentang Sistem Informaso Keuangan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 11O, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan
IGuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 25, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagimana telah di ubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tatrun 2O17 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Irembaran 3
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); t1
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15. Perahrran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat
Daerah (Itmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor
I14, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888), sebagimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);

16. Feraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
IGuangan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 42, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 52, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan l:mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepa.tan
Ekonomi Kawasan

Demak-Grobogan, Kawasan Punrorejo-\tr/onosob-Magelang-
Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tatrun 2019 Nomor 224);

2o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perahrran
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jang[a Menenga]r Daera]r, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tatrut 2O19 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peratl:ran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2O1O

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengatr
Tahnn 2OO9-2O29 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2O1O Nomor 6, Tarnbahan kmbaran Daerah Pnovinsi
Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubalran Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O1O

tentang Rencana Tata Ruang \Vilayah Provinsi Jawa Tengah
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Tahun 2OO9-2O29 (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2O19 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 121);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2OL8-2O23
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan kmbaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor I lO);

24. Peraturan Daerah
tentang Rencana

Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2O1O

Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2OO5-2O25 (lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

25.Peraturan Daerah Kabupa.ten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah l(abupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).

26. Peraturan Daerah l(abupaten Purworejo Nomor 4 Tafuxr 2O2L

tentang Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo (Iembaran Daerah l(abupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kabupa.ten Purworejo Nomor 1O Tatrun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah I(abupaten Purworejo
Tahun 2O2l-2O41 (Iembaran
Tahun 2021 Nomor 13);

Kabupaten Purworejo

2S.Peraturan Daerah Kabupaten Puvorejo Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah
(RPJMD) Kabupa.ten Purworejo Tahun 2O2L-2O26 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O21 Nomor 14);

29. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dimas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pemberdayaan Masyarakat dam Desa Ihbupaten hrrworejo

Daerah
Daerah
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BAB II
PEI,AYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 T\rgas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupa.ten Purworejo
merupakan Dinas Daerah Tipe A, yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Ferernpuan dan Perlindungan
Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibentuk
berdasarkan Peratrrran Daerah Kabupa.ten Purworejo Nomor 4
Tahun 2O2l Tentang Pembentulran dan Susunan Perangkat Daerah

Dan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo
Tahun 2O2L tr;ntang Kedudukan, Susunan
FunCai serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
I(abupaten Pus'orejo mempunyai tugas :

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta
pemberdayaan maeyarakat dan desa yang menjadi kewenangan
Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
DPPPAPMD menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan keb[iakan teknis bidang pemberdayaan perempuan

dan anak, penataan dan desa,
pemerintahan desa, pemerintahan

desa, serta pemberdayaan masyarakat;
b. pelaksanaan kebliakan teknis bidang pemberdayaan perempuan

dan anak, penataan dan desa,
desa.,

desa, serta pemberdayaan masyarakat;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
perempuan dan perlindungan anak, penataan dan kerjasama
desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi
pemerintahan desa, serta pem

d. pelaksanaan, pembinaan dan
lrepada selunrh unit organisasi di lingkungan DPPPAPMD; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupa.ti sesuai dengan
hrgas dan fungsi.

Nomor 91
Tugas dan
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2.1.2 Struktur
Susunan Organisasi Dinas Perempuan dan
Perlindungan Anak Serta Pemberda5raan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purworejo, terdiri atas :

1. Kepala DPPPAPMD;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. UPI; dan
8. Kelompok Jabatan

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purrorejo,
adalah:
1. Sekretariat :

Selrretariat mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebljakan teknis dan
menyelenggarakan koordinasi tugas bidang, serta memberikan

pada seluruh unit organisasi di

Dalam tugas Selrretariat menyelenggarakan
D

fungsi
a.
b.
c.

d.

e.

f.

penyiapan perumusan kebiiakan teknis;
pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi perencanaan;
pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian
administrasi umurn dan kepegawaian; dan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh KepaLa
DPPPAPMD sesuai dengan ttrgas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

(1) Subbagian
Subbagian
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebljakan
teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang
perencanaan, yang meliputi :

a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran dan
evaluasi kinerja;

b) menyusun perjanjian kinerja; dan
c) melaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

tugas
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(2) Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan tugas meLakukan

kebljakan teknis,bahan perumusan dan pelaksnaan
dan administrasi di bidang keuangan, yang

a) menyelenggarakan administrasi
b) melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.
(3) Subbagian Umum dan Kepega.waian

Umum dan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebljakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di
bidang umum dan kepegauraian, yang meliputi :

administrasi barang milik daerah;
administrasi umum;
pengadaaan barang milik daerah;

menyediakan jasa penunjang urusan
pemeliharaan barang milik daerah;

menyelenggaral<an administrasi kepegawaian; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

timelipu

a)

b)
c)

d)
e)

0
sl

2. Bidang
Bidang dan Anak
mempunyai tuga.s bahan kebiiakan
telmis, melakanakan koordinasi, membina dan mengendalikan

gender,
peningkatan kualitas keluarga,

pemenuhan hak anak dan pengelolaan sistem data gender dan
anak, serta perlindungan perempuan dan anak.
Dalam melaksanakan tugg.s Bidang Pemberdayaan Percmpuan
dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
a. teknis, koordinasi, pembinaan

dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengarusutamaan
gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas
keluarga;

b. penyiapan perumusan keb[iakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian tugas bidang pemenuhan hak
anak dan pengelolaan sistem data gender dan anak;

c. penyiapan perumusan kebljakan teknis, koordinasi, pembinaan
dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perlindungan
perempuan dan anak; dan

d. pelaksanaan tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

h4as bidang
perempuan dan

r
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Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Anak, terdiri atas Jabatan dalam

mel,aksanakan tuga.s dan fungsi koordinasi serta pengelolaan
kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan
ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Subkoordinator terdiri dari :

(1) Subkoordinator Pengarusutamaan Gender,
Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai
tugas bahan dan
kebijakan teknis serta melakukan bidang
pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan
peningkatan kualitas keluarga, yang meliputi:
a) melaksana.kan pelembagaan gender

(PUG) pada kmbaga
meliputi:
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penrmusan

pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG);

2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan daerah;

3. melaksanakan advokasi kebiiakan dan pendampingan

perencanaan dan penganggaran
dsn

gender (PUG) termasuk
responsif gender (PPRG);

4. melaksanakan sosialisasi kebiiakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender (PUG) termasuk penencanaan
dan penganggaran rcsponsif gender (PPRG).

b) menyelenggarakan pemberdayaan perempuan bidang
potft, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan kewenangan daerah, meliputi:
1) melaksanakan sosialisasi partisipa.si

di bidang politik, hukum, sosial dan
ekonomi;

2) melaksanakan advokasi kebliakan dan pendampingan
partisipasi penempuan dan politik, hukum,

sosial dan ekonomi;
c) menyelenggaral<an penguatan dan pengembangan lembaga

penyedia layanan
daerah, meliputi:
1) melaksanakan advokasi dan

l"
kepa.da lembaga layanan pemberdayaan
perrempuan kewenangan daerah;

2) meningkatkan kapa.sitas sumber daya lembaga penyedia ,f

N

v
fr.

layanan
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d)

3) melaksanakan pengembangan komrrnikasi, informasi
dan edukasi pemberdayaan perempuan
daerah.

kualitas keluarga dalam
kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah,

1) melaksanakan advokasi kebljakan dan pendampingan
anak

kewenangan daerah;
2) melaksanakan komunikasi, inforrnasi dan edukasi KG

dan perlindungan anak bagi keluarya kewenangan
daerah;dan

3) melaksanakan pengembangan
untuk
daerah.

kualitas

untuk KG dan

kegiatan
keluarga

e) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembag"
penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kearusutamaan gender (KG) dan hak anak
yang wilayah kerjanya dalam daerah, meliputi:
1) melaksanalran advokasi kebiiakan dan pendampingan

pengembangan lemba8a penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga tingkat daerah;

2) melaksanakan peningkatan kapa.sitas sumber daya
lembaga layanan kualitas
keluarga tingkat

3) pelaksanaan penguatan jejaring antar lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
daerah.

f) menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah
kerjanya dalam daerah Kabupaten berupa melaksanakan
penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam
mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah
kerjanya dalam daerah;dan

g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Percmpuan dan Perlindungan
Anak sesuai dengan tugas jabatan.

(2) Subkoordinator Pemenuhan Hak Anak dan Pengelolaan Sistem
Data Gender dan Anak, mempunyai tugas menyiapkan bahan
perumusan dan kebljakan teknis, serta
melakukan pembinaan bidang pemenuhan hak anak dan
pengelolaan sistem data gender dan anak, yang meliputi:

PHA pada Irmbaga
pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan

a)

daerah,
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1) melaksanakan advokasi kebljakan dan pendampingan
pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non
pemerintah,
daerah;dan

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan
pemenuhan hak anak kewenangan daerah.

b) menyelenggaral<an penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan kualitas hidup anak
kewenangan kabupaten meliputi:
1) melaksanakan penyediaan Layanan peningkatan kualitas

hidup anak kewenangan daerah;
2) melaksanakan koodinasi dan

pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat
daerah daerah;
melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi

media dan dunia usaha

3)
hak anak bagi lembega

layanan kualitas hidup anak
tingkat daerah daerah;dan

4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
tingkat daerah.

c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisis dan
penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di
tingkat daerah Kabupaten, meliputi:
1) menyediakan data gender dan anak di kewenangan

2) melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender
dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan
daerah.

d) melaksanakan hrgas kedinasan Lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sesuai dengan ttrgas jabatannya.

(3) Subkoodinator Perlindungan Ferempuan dan Anak

dan edukasi

dan Anak
mempunyai hrgas bahan penrmusan dan
melaksanakan kebdakan teknis, serta melakukan pembinaan
perlindungan perempuan dan anak, yang meliputi:
a) Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan

lingkup daerah, yang meliputi:
1) dan

program dan
pencegahan kekerasan terhadap perempuan linglup
daerah; dan

2) Mela*sanakan advokasi keb[iakan dan pendampingan
Layanan periempuan kewenangan daerah. .V
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b) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga
penyedia layanan
yang meliputi:

perempuan tingkat daerah,

1) melaksanakan advokasi dan pendampingan
menyediakan sarana prasarana layanan bagi perempuan
korban kekerasan kewenangan daerah;

2) melaksanakan peningkatan kapa.sitas sumber daJra

lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan
korban kekerasan kewenangan daerah;

3) melaksanakan menydiakan kebutuhan spesilik bagi
dalam situasi darurat dan kondisi khusus
daerah; dan

4) melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga
penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan
daerah.

c) melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak yang
melibatkan para pihak lingkup daerah, yang meliputi:
1) melaksanakan advokasi kebiiaf<an dan pendampingan

kebiiakan, program dan kegiatan
kekerasan terhadap anak

daerah;
2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan

kekerasan terhadap anak kewenangan daerah.
d) pelaksanaan pembinaan dan pendampingan anak yang

memerlukan perlindungan khusus, yang meliputi:
1) melaksanalran koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

pendampingan anak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan daerah;

2) melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi
dan edukasi anak yang
khusus kewenangan daerah;dan

3) melaksanakan jejaring antar lembaga
penyedia la5ranan anak yang memerlukan perlindungan
khusus kewenangan daerah.

e) melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga
layanan bagi anak yang

khusus tingkat daerah, yang meliputi:
1) melaksanakan koordinasi dan sinlconisasi penyediaan

saiana prasariana layanan bagi anak yang
perlindungan khusus tingkat daerah;

2) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan
kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak
yang khusus tingkat

3) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penguatan
jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang
memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah.

t

l-

b
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f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepata Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak sesuai dengan tugas jabatannya.

3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
Bidang Penataan dan Desa hrgas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan
koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bidang penataan desa dan kerjasama desa. Dalam melaksanakan
tugas Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, menyelenggarakan
tungsi:
a. penyiapan perumusan teknis,

dan tugas bidang
penataan desa;

b. kebiiakan teknis,
pembinaan dan

koordinasi,
hrgas bidang

kerjasama desa; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
DPPPAPMD sesuai dengan tugas dan fungsi.Susunan
Bidang Penataan dan Kerjasama Deea, terdiri atas Jabatan
Fungsional. Jabatan F ungsional dalam melaksanakan tugas dan
fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Penataan
dan lGrjasama Desa, melalui penetapan sebagai Subkoordinator
sesuai dengan ruang lingkup tugasnJra dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa.
(1) Penataan Desa

Penataan Desa dijabat oleh pejabat
dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau
pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas
tambahan tugas dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan tuga.s masing-masing.
Subkoordinator Fenataan Desa mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta
melakukan pembinaan di bidang penataan desa , yang

a) menyelengarakan penataan desa, yang meliputi:
1. membenhrk, menghapus, menggabungkan, dan merubah

status desa;
melaksanakan fasilitasi tata wilayah desa;

fasilitasi penataan kewenangan desa;
melaksanakan fasilitasi penamaan dan kode desa; dan

fasilitasi sarana dan prasarana desa;

IGpala
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Penataan dan lGrjasama Desa sesuai dengan

2.
3.
4.
5.

b)

tuga.s dan

o
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(2) Subkoordinator Kerjasama Desa
Kerjasama Desa tuga.s

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijalran
teknis serta melakukan pembinaan di bidang kerjasama desa,
yang meliputi:
a) memfasilitasi kerjasama antar desa, yang meliputi :

1. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dalam

2. meleksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dengan
pihak ketiga dalam kabupaten; dan

3.melaksanakan fasilitasi kawasan

b) melaksanakan fasilitasi, memonitor dan mengevaluasi
kegiatan kuliah kerja nyata (KKN);dan

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa sesuai dengan
tugas jabatannya.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Bidang Pemerintahan Desa tugas

kebijakan teknis, membina,
dan bidang kapasitas

pemerintahan desa, kelembagaan desa dan keuangan desa.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi
Desa menyelenggarakan fungsi:
a. kebijakan teknis, koordinasi

tugas bidang
kapasitas pemerintahan desa;

b. penyiapan perumusan kebijakan teloris,
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
kelembagaan desa;

dan

c. penyiapan perumusan kebliakan teknis,
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan bidang keuangan
desa;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DPPPAPMD
sesuai dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Administrasi Pemerintahan Desa
terdiri atas Jabatan F\rngsional, dalam melaksanakan tugas dan
fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Kawasan
Permukiman, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggungjawab kepa.da
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
1. Subkoordinator l(apa.sitas Pemerintahan Desa

Kapa.sitas Desa mempunyai

,

o

hrgas menyiapkan bahan dan

tu
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kebiiakan
kapasitas

teknis serta
pemerintahan desa, yang meliputi:

pembinaan bidang

a) pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang

memfasilitasi penJrusunan produk hukum desa;
kapasitas

aparatur pemerintah desa;
penyelenggaraan musyawarah desa;

dan
kepala desa;

dan
pemberhentian perangkat desa;

b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai
dengan tugas

2. Subkoordinator Kelembagaan Desa
Desa tugas

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan
teknis serta melalrukan pembinaan bidang kelembagaan desa,
yang meliputi :

a) mengumpulkan, mengolah, menganalis data dan informasi
di bidang kelembagaan desa;

b) men]rusun bahan petunjuk teknis di bidang kelembagaan
desa;

c) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang
kelembagaan desa;

d) melaksanaan pembinaan dan penga.wasan penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa, yang meliputi;

melaksanakan pembinaan BUMDesa dan lembaga kerja
sama antar desa;
melaksanakan fasilitasi penlrusunan prolil desa;

kapasitas
anggota BPD dan LKD;
melaksanalran fasilitasi pelaksanaan penetapan dan
penegasan batas Desa;

penugasan
urusan/ kewenangan kabupa.ten yang dilaksanakan oleh
Desa; dan

6. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan desa
serta lomba Desa dan Kelurahan.

e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
I(epda

1.

2.

3.
4.

5.

memfasilitasi
memfasilitasi

Su

1.

2.
3.

4.

5.

.t
"'

d

fi'
fr

dengan tugae
Desa sesuai
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3. Subkoordinator Keuangan Desa
Keuangan Desa mempunyai tugas menyiaplran

bahan penrmusan dan melaksanakan keb[iakan teknis serta
melakukan pembinaan bidang keuangan desa yang meliputi:
a) pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, yang
meliputi:

fasilitasi
desa;

fasilitasi
desa;

1.

2.

3.
4.
5.

pem
fasilitasi
fasilitasi

perencanaan

keuangan desa;
aset desa; dan

penJrusunan pelaporan Kepala Desa;
b) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai
dengan tugas

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mernpunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan Gknis, melaksanakan koordinasi,

dan tugas bidang
pembinaan lernbaga kemasyarakatan, peningkatan partisipasi
masyaral€t serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan
pemanfaatan teknologi tepat guna.

Dalam tugas,
Masyarakat mempunyai fungsi:
a. teknis koordinasi

tugas bidangpembinaan, dan pengendalian pelaksanaan
pembinaan lembaga kemasyarakatan;

teknis,
pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang

c. penlnapan teknis
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang
pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan
teknologi tepat guna; dan

d. pelaksanan ttrgas lain yang diberikan oleh KepaLa DPPPAPMD
sesuai dengan hrgas dan fungsi

Susunan organisasi Bidang Femberdayaan Masyarakat terdiri
dari Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas dan fungsi
koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemberdayaan
Mas5rarakat, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai
dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggungjawab kepada
Kepala Bidang Femberdayaan Masyarakat.

b.

t

d

$
tu
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l. Subkoordinator Pembinaan kmbaga Kemasyarakatan
Pembinaan kmbaga

tugas bahan perumusan dan
melaksanakan kebljakan teknis serta melakulran pembinaan
bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan meliputi:
a) melaksanakan pemberdayaan lembega kemasyarakatan yang

bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat
tingkat daerah serta pemberdayaan masyaralet hukum adat
yang masyaxakat pelakunya hukum adat yang sama dalam
daerah, yang meliputi:
1. melaksanakan fasilitasi trrcnataan, pemberdayaan dan

pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan
desa/kelurahan (Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga
(RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. (PKK), Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu), Iembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), dan karang taruna), lembaga adat
desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat;

kapasitas lembaga
kemasyaralatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan karang taruna), lembege adat desa/kelurahan
dan masyarakat hukum adat;

3.melaksanakan fasilitasi sarana dan
prasarana kelembagaan lembaga
desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
karang taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan
masyarakat hukum adat;

4. melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam
masyarakat

dan kesejahteraan
gerakan
keluarga;

b) metaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan
tugas jabatannya.

2. Subkoordinator Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Partisipasi

tugag bahan dan
melaksanakan keb[iakan teknis serta melakukan pembinaan
bidang peningkatan partisipa.si masyaral<at meliputi:
a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga
adat ting[at daerah serta pem
hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang
sama dalam daerah l(abupaten, yang meliputi
1. melaksanakan fasilitasi bulan bhakti gotong royong

masyarakat;dan
2. melaksanahan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat desa.

2.

,

r-
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3.

b) melaksanakan fasilitasi TNI manunggal kelembagaan
desa;dan

c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Femberdayaan Masyaral<at sesuai dengan
tugas jabatannya.

Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (IIG)
Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dan Pemanfaatan Teknologi Tepa.t Guna (TIG), mempunyai

dan
bidang

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan
teknologi tepat guna meliputi:
a) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

yang bergerak di bidang
adat tingkat daerah

desa dan lembaga

tugas menyiapkan bahan
kebijakan teknis serta

serta
masyarakat hukum adat yang mas5rarakat pelakunya
hukum adat yang sarna dalam daerah l(abupaten, yang
meliputi;
1. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi

masyarakat dan pemerinah desa dalam meningkatlan
asli desa; dan

2. melaksanalen fasilitasi pemerintah desa dalam
Teknologi Tepat Guna (TTG);

b) melaksanakan tugas kedinasan Lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan
tuga.s jabatannya.

6. Kelompok Jabatan F\rngsional
Pejabat fungsional berkedudukan sebagai pelaksana tekhnis
fungsional pada DPPPAPMD. Pejabat fungsional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepa.da Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Fejabat Administrator, atau Pejabat
Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hrgas
Jabatan Fungsional. Kedudukan Pejabat Fungsional ditetapkan
dalam peta jabatan berdasarkan analisi tugas dan fungsi unit
kerja, analisis jabaan dan anilis beban kerja dilaksanakan sesuai
ketentuan perahrran perundang-undangan.
Jabatan
Jabatan

Rrngsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan
masrng-masrng ketenhran
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

a. Ttrjuan:
Agar visi, misi pembangunan l(abupaten Pururorejo Tahun
2O2t-2O26 yang terkait dengan tugas pemerintahan bidang
pemberdayaan perempua.n dan perlindungan anak dan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa lebih terarah dalam
implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut

operasional dalam tujuan Dinas Pemberdayaan
Anak serta

Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, disertai dengan
indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten hrrworejo Tahun 2O2t -2026 meliputi 3 (tiga) tujuan
yang diuraikan sebagai berikut:
1. Feningkatan Kesetaraaan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja peningkatan
pem gender dan kualitas keluarga

2. Peninglatan Pemberdayaan Ekonomi Desa, dengan indikator
kinerja Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi Desa

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Rrblik, dengan indikator
kinerja Indeks Kepuasan Masyaralrat (IKM) Perangkat Daerah

b, Sasaran:
Agar tujuan pembangunan yang akan dilahsanal€n oleh Dinas

dan Anak serta
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa l(abupa.ten Purworejo tahun
2O2L-2O26 berjalan dengan optimal, maka diperlukan sasaran
sebagai obyek dalam kesetaraan gender,

dan anak,
ekonomi desa, dan publik di

I(abupa.ten Purvorejo, terdapat 3 (tiSa) sasaran yang akan
dicapai, yaitu:
l. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Atrak, dengan indikator meningkatnya
gender dan kualitas

Meningkatnya Kerjasama Desa dengan indikator kinerja
indeks ketahanan ekonomi Desa
Kualitas Pelayanan Publik indikator kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangt<at Daeratr.

secafa
dan

2

3
,l /

a
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Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Capaian Kinerja Dinas

Pemberdayaan Percmpuan dan Ferlindungan Anak Serta
Masyaralet dan Desa Kabupaten

Tahun 2021 -2026
No Indikat6

\iuu/
Sa!tren

20.2r 2U22 2023 20/24 2025 2026

161

IGstaraam
C'codcr.
FeoberdsyaE
Fcrcmpuao
dm
Rrti8du.BS@
ADsL

pcobcrdayaao
gendcr darr
kralitas
kcluarga

Mcoiatkabya
pcobcrdavam
gcodcr dan
loralitas
kcluarga

97 85,49

Mcqiugtdlra
IGetarartr
Gcodcr,
Rl[bcrdryaa[
hrcrrlrua
da8
Fcrlhdungar
Anek

7r,08 74,L6 85,,19 45,74 85,99 86,16

2 PcolrUk*aa
Fe@bcrda],84n
Ekmomi Desa

Ucolngtffiya
IDdcks
I&tsheaa
EmmiDcra

o,6t77 o,6577

Kcrje!@a
Dcla

Kualitag
Fclayatr@
Publik

I(ualitrr
PclqraEe!
Pubtk

I[dd<s
l(ctehsostr

IG?ua8an
ilasyratat
(trff)
tuaoSEat
Deeh

lc?uala8
Masyarald
(troo
kangkat

I

d
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BABV
STRATEC}I DANARAH

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi, dan Arah Kebiiakan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan
dan Desa Kabupa.ten hrrworejo
Tahun 202l-2026

ffi
IISI I : Ltrti3l.+L.i datr rdry nobct yl!3 uagSul d.r..r. rt'd

Feningkatan Meningkatnya
Kcsctaraan
Ciender
Femberdayaan
Pcrcnpuan dan
Ferlindungan
Anak

Fenguatan Felembegaan PUG pada
lcmbage Pcmcrintah den
Penguatan Ecrta
pengembangan penyedia
layanan Fembcrdayaan
Fcrempuan

Gender.
Femberdayaan
Perempuan dan
Ferlindungan
Anak

Gerder

Penguatan Fenyediaan layanan dan
penanganan kasus
Lekerasan t€rhadap
perempuan dan anak, dan
pencegahan kekera8an
terhadap pcrempuan

Ferempuan dan
Anak

Pemenuhan Hak
Anak

Femerruhan Indikator
Kabupaten Layak Anak,
penguatan dan
pengembangan Lmbaga
penyedira Layanan
peningkatan kualitas
hidup anak, dan
pencegahan kekerasan
terhadap anak

IIBI8: Iodaglrtlra deyr rehg E stuEtluh.a ctoaoal
Itcldr8tlrartr, ttrdErtd..rtr Dot !.t t .rtrL.tr d.- .cat budryr

,

Peningkatan
Fembe-rdayaan
Ekonomi Desa

Mendoroag
pengpatangan
lembaga ekonomi

Pembinaan darr
Kerjadema Desa

pasar desa, dan
posyantekdes

Mendorong faailitasi pembentulan
BUMDesa Bersama dan
fasilitasi pembangunan
kauasan perdeeaan

kerjasama deea
dan kawasan
perdesaan

Femberdayaan
Iembaga

Faeilitasi Tim Penggerat
PKK, pengembangan
posyandu, penguatan
peran RT dan RW, dandcsa

) u

T]

TT'i'Til t-
I
0t

,]
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IISI 4: LdlgL.tlr! deyr refD8 f[rlltr.

i

n

Fesdngkatan
Kualitas
Felayanan Publik

Meoingkatnya
kualitas pel,ayanan
publik

Pcninglcatan
kapesitas
pemerintah deea

Fembinaan peningkatan
kapasitas aparatur
pcmerintah desa dan
penbinaan peningkatan
kapasites angota BPD

Optiaalisasi

tata kelola
pemerintahan
desa

Penyelengaraan
penataan desa

nenfukatan
kinerja perangkat
dacrah

fasilitasi pcrryclenggaraan
administraai pemerintah
desa, fasilitasi penyusunan
produk hukum desa,
fasilitasi penyusunan
pcnencanaan
pembangunan desa,
fasilitasi pengelolaan
keuangan desa" fasilitasi

musyawarah desa, evaluaei
dan penga:wasan peraturan
desa, penyelengaraan
pemilihan,
dan pcmberhentian kepala
desa, fasfitasi
pengangt<atan dan
pcmberhentian kepala
desa, fasilitasi penyusunan
profil desa, fasilitasi
manajemen pemerintahan
deea, fasilitasi pengelolaan
aset desa, fasilitasi
penetapan dan penegasan
batas desa, fasilitasi
pembinaan laporan kepala
desa, fasilitasi evaluasi
perkembangan desa serta
lomba desa dan kelurahan

Fasittasi penataen
Kewenangan Desa dan
fasilitasi Sarana dan
Pragarana Desa

layanan adninistrasi
umur, layanan
adminisEasi keuangan,
penyueunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
kinerja Peranglat Daerah

t
G

t.

I

t
4
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